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MOTTO

“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja
maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja”
(H.R. Tabrani }!

*http://luzumet.blogspot.co.id/2014/12/motto-hidupdasarkan-al-quran. ( diakses
tanggal 09-06-2017 )
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RINGKASAN

Latar belakang penulisan tesis ini adalah berkalergan perjanjian kerja
waktu tertentu ( PKWT ) pada permasalahan antkerja dan pengusaha yakni
dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia. Saat pgga kerja waktu tertentu itu
berakhir dan pekerja tidak ingin memperpanjangnyenjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ), disitu timbul sajanti rugi yang dibebankan
kepada pekerja. dasardari dikenakannya ganti engatlap pekerja adalah Pasal 4
ayat ( 4 ) dalam perjanjian kerja, yang mewajibgakerja untuk menandatangani
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) gikdinyatakan sebagai
pekerja tetap. Kriteria untuk dapat dinyatakan gaebgyekerja tetap adalah
evaluasi kinerja yang wajib dicapai oleh pekerjmrs@ masa kerja satu tahun.
Sudah menjadi kewajiban bagi pekerja untuk dapaicagai target yang telah
ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja pasayas @1 ) perihal evaluasi
kinerja. Bahwa target yang ditetapkan pihak pertavapb dicapai pihak kedua
dalam jangka waktu 12 ( dua belas bulan ) sebelerakhirnya perjanjian kerja.
Sedangkan dalam pasal 2 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) paganfian kerja disebutkan
bahwa pihak pertama akan memberitahukan secawigegncana perpanjangan
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam a¥gtkepada pihak kedua serta
dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.dissitpedierja sudah menunaikan
kewajibannya dalam hal pencapaian target, namusi ¢isn ketika berakhirnya
masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), spekerja mengajukan
pengunduran diri, oleh pengusaha dikenakan gagiti ru

Tinjauan Pustaka dalam penelitian tesis ini terdaii pengertian Asas,
Perlindungan Hukum, Perjanjian, Khususnya Perjanjisebagai sumber
perikatan,perikatan yang timbul karena perjanjiaayarat sah perjanjian,
pengertian mengenai perjanjian kerja, hubungarakeyarat sah perjanjian kerja,
bentuk — bentuk perjanjian kerja, pengertian gamgi, Teori kehendak, serta
membahas prestasi dan wanprestasi.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif den@ pendekatan,
pendekatan Undang — Undang,pendekatan konseptual pendekatan Historis.
Kerangka Konseptual berkaitan dengan ketiga petatzsa yang akan diangkat
kemudian dibahas meenggunakan bahan hukum prirekgnder, dan tersier.
Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang — UmglaHukum Perdata,
Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang keskesjgan, serta
perjanjian kerja antara pekerja dan PT Bank Rakginesia.

Beberapa permasalahan yangdijadikan penelitiani yadukaitan dengan
kewajiban PKWTT dalam perjanjian kerja yang bedegin dengan teori
kehendak, perlindungan hukum bagi pekerja yangndikan ganti rugi jika tidak
bersedia menandatangani PKWTT, serta konsep PKWAaland memberikan
perlindungan hukum pada pekerja.

Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah Bahwawdjiban untuk
menandatangani PKWTT bagi pekerja adalah bersitahaksa dan tidak sesuai
dengan teori kehendak. Karena apa yang sudah méejadjiban pekerja dalam
pencapaian target kerja sudah terpenuhi dengandaaikkontrak kerja selama
satu tahun dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktuereut ( PKWT ) antara kedua
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belah pihak juga telah berakhir. mengingat perenjkerja waktu tertentu
merupakan perjanjian yang bersifat sementara. Béentuan dalam pembuatan
perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) harus diisecara mutlak, serta tidak
boleh dilanggar karena dalam hal ini hukum ketekegaan bersifat imperatif
atau memaksa ( dwingenrecht). dan bahwa perlindurig&kum yang dapat
dilakukan adalah dengan adanya unsur paksaan ydmgladam PKWT, terkait
kerugian yang nyata dan terang terhadap harta kekagrang yang bersangkutan
yakni kewajiban untuk menandatangani PKWTT yangidailakukan oleh pihak
pekerja, jika pekerja tidak bersedia maka pekeif@mdkan ganti rugi. Maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan
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SUMMARY

The background of this thesis is related to certaime work agreement
(PKWT) on the problems between workers and emp#oigein this case PT. Bank
Rakyat Indonesia. When the term employment agreern@minates and the
worker does not wish to extend it to a Time UndatyaWorking Agreement
(PKWTT), there is a compensation that is imposedhenworkers. The basis of
the indemnification of workers is Article 4 paragha(4) in the employment
agreement, which requires workers to sign a Worldggeement of Uncertainty
Time (PKWTT) if declared as permanent workers. Theerion to be expressed
as a permanent worker is a performance evaluatiannust be achieved by the
worker during one year's work. It is mandatoryviarkers to achieve the targets
set out in accordance with the employment agreeofeaticle 6 paragraph (1) on
performance evaluation. That the target set byiteeparty shall be reached by a
second party within a period of 12 (twelve monthsjore the termination of the
employment agreement. Meanwhile, in Article 2 Peapg (3) and (4) of the
Working Agreement mentioned that the first partyl wotify in writing the plan
of extension of the work agreement as referredh tparagraph (2) to the second
party and made based on the agreement of the gattiethe case of the
achievement of the target, but on the other haneinvthe expiry of the Working
Agreement of Certain Time (PKWT), when the workebmaits the resignation,
the employer is liable to compensation.

The literature review in this thesis research drsof understanding
Principles, Legal Protection, Agreements, Especialjreements as a source of
engagement, engagements arising out of the agreéelegal terms of agreement,
notions of employment agreements, employment celafi legal terms of
employment agreements, forms of employment agreesmebinderstanding of
compensation, the theory of will, as well as disoug achievement and
wanprestasi.

The research method uses normative juridical withaf@roaches,
approaches of the Act, conceptual approach, andtofitial approach.
The Conceptual Framework relating to the threeeissto be raised is then
discussed using primary, secondary, and tertiagallenaterials. The primary
legal materials consist of the Civil Code, Act Nuanli3 of 2003 on employment,
as well as employment agreements between worketis Rinh Bank Rakyat
Indonesia.

Some of the research issues are related to thgatibin of PKWTT in the
work agreement that is contrary to the theory df, \ggal protection for workers
who are compensated if not willing to sign PKWTTndahe concept of PKWTT
in providing legal protection to workers.

The conclusion of this thesis research is that ab&gation to sign
PKWTT for workers is forced and not in accordanathwhe theory of the will.
Because what has become the obligation of worketke achievement of work
targets has been met well and the contract of imrlone year in the form of
Working Agreement of Certain Time (PKWT) betweee two parties has also
ended. Remembering a certain time work agreemeattemporary agreement.
And the provisions in the making of a certain tilaeor agreement (PKWT) must
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be obeyed absolutely, and should not be violatezhioee in this case the labor
law is imperative or coercive (dwingenrecht). Amtt the legal protection that
can be done is by the existence of coercive elesriarthe PKWT, in relation to
the real and light loss to the property of the personcerned ie the obligation to
sign the PKWTT which must be done by the workethd worker is unwilling
then the worker is compensated . Then the agreeraertte canceled
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada proses pembuatan perjanjian kerja, harus menkepada aturan
perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Raater Kondisi yang
diinginkan dari sistem hubunganindustrial di Indeineadalah terciptanya suasana
hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berka@adiGuna mewujudkan
hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berlaadérsebut di atas, maka
jika terjadi suatu kondisi dimana pekerja telah aksdnakan kewajibannya
selama perjanjian kerja misalnya, yang perlu diggkhn adalah regulasi dan
prosedur dari pihak perusahaan sesuai denganngi tgadapat dalam perjanjian
kerja yang telah diperjanjikan diawal dan disetiyemsama. Hal ini terkait dengan
perlindungan hukum bagi pekerja. Sarana yang cuddgitif dalam upaya
menjaga kesinambungan antara pelaku usaha dangeékéam hubungan kerja,
yakni eksistensi hukum ketenagakerjaan yang mengetbagai hak, kewajiban
serta tanggungjawab para pihak. Undang — UndangoNai® Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjadi pedoman bagi halbuagtara pekerja dan
pengusaha dalam pelaksanaan kerjanya. Pemeriri&ku geembina, pengawas,
dan penindakan hukum melaksanakan aturan hukumademafi-hati mengingat
posisi pengusaha dan pekerja merupakan aset paitdragyi negara, sekaligus
subyek pembangunan nasional yang berkedudukandiGadapan hukum.

Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas daatdangpleks. Adrian

Sutedi dalam Hukum Perburuan berpendapat bahwa ldhassekarang ini
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demikian membengkak karena terakumulasi sejak kabgpembangunan VII
hingga sekarang ini,sempitnya pemahaman para peruseunta pengambil
kebijakan mengenai masalah ketenagakerjaan terdedtetbatasan pemahaman
aparatur dan perumusan kebijakan tersebut telalammesth masalah — masalah
baru, seperti kasus pemutusan hubungan kerja, ana$&ll/TKW, kerja kontrak,
uang pesangon, penerapan Undang — Undang ketemagakedan masalah
hubungan industrial lainny#erkait hal tersebut, maka setiap keputusan yang
diberlakukan terhadap pekerja harus memiliki das&um yang pasti agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah yamakbersangkutan.

Sepertikasus yang akan dibahas oleh penulis, ylenkaitan dengan
permasalahan perjanjian kerja yang berujung padayadganti rugi diakhir masa
perjanjian kerja. Dalam hal ini PT. Bank Rakyatdndsia Persero tbk. kantor
cabang Jember. Permasalahan berawal dari pengajuah pengunduran diri
yang dibuat oleh pekerja diakhir masa kontrak keéBghwa pekerja dalam masa
kerja satu tahun ( 12 bulan ) sudah memenuhi hakkéavajiban yang diatur
dalam perjanjian kerja yang bernama Perjanjian &KéWaktu Tertentu (
selanjutnya disebut PKWT?).

Ganti rugi timbul sebagai sanksi atas pengunduiragahg dilakukan karena
pekerja tidak bersedia untuk diangkat menjadi pekéstap. Dalam hal ini
perjanjian kemudian bernama Perjanjian Kerja Waktiak Tertentu. Selanjutnya

disebut PKWTT .berkaitan dengan waktu pengajuan yoahgran diri serta waktu

'adrian SutediHukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ), him 11

%Kasus terkait perjanijian kerja tersebut adalah betinar nyata terjadi pada diri
penulis.
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diangkatnya pekerja sebagai pekerja tetap. Bahwerjae mengajukan surat
pengunduran diri bertepatan dengan masa kontraja Kexbis. Yakni sesuai
dengan pasal 2 perjanjian kerja berkaitan dengagk@| waktu perjanjian kerja
sebagai berikut :

“perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu tetterdan berlaku

selama 12 ( dua belas ) bulan terhitung mulai tah@gMaret 2013

sampai dengan tanggal 28 Februari 2014".
Bahwa pekerja saat itu mengajukan surat pengunddirarbertepatan dengan
tanggal 28 Februari 2014 ( saat kontrak kerja ha&mun sebelum melakukan
pengunduran diri, pihak pekerja wajib mengirimkasihevaluasi kerja selama
masa kontrak. Sesuai dengan instruksi dari manageketing saat itu, bahwa
surat pengunduran diri harus diserahkan bersameagad hasil evaluasi kinerja
dari pekerja. Terkait pekerja melaksanakan seseaigah instruksi tersebut.
Setelah kedua surat tersebut dikirim, yakni susatgpnduran diri dan evaluasi
kinerja, pekerja mendapatkan surat tanggapan @atiok wilayah BRI Malang
beserta ucapan selamat, bahwa pekerja diangkatdiggkerja tetap. Berkaitan
dengan hal tersebut, pihak pekerja akhirnya mekakukonfirmasi atas surat
tanggapan tersebut ke kantor BRI cabang Jember.nEmang benar pekerja
diangkat sebagai pekerja tetap dan surat pengumdiirayang dikirim tidak
berlaku lagi dan pekerja diharapkan untuk bekegelbali seperti biasa. Satu
bulan kemudian, surat Pemutusan Hubungan Kerja @a&asa pekerja yang
bersangkutan turun, menyatakan dalam isinya sebagut :

“berdasarkan evaluasi pencapaian target, ybs dedrsglbagai pekerja
tetap BRI, sehingga wajib menjalani ikatan dindsrsa minimal 5
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tahun. Apabila ybs tetap mengajukan permohonan RRK, maka
kanwil BRI Malang menyetujui PHK an. Yessi Pranffatri D. Tmt
01 April 2014 dengan catatan sesuai surat direksi:NB. 582-
DIR/SDM/09/2011 tanggal 07 september 2011 periheleftuan
pembayaran ganti rugi pekerja kontrak dan surgapgan kerja pasal
4 ayat ( 4 ) tentang hak dan kewajiban pihak keddmes harus
menyelesaikan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.008ua(puluh lima
juta rupiah ) dikarenakan ybs telah ditetapkan adinpekerja tetap
namun ybs tidak bersedia diangkat untuk menjadegeketap.”
Bahwa perlu diingat jika pekerja melakukan penguadudiri sebelum adanya
pengangkatan pekerja tetap. Menjadi permasalahalarathengapa dalam surat
pemutusan hubungan kerja tersebut, menyatakan babkkexrja tidak bersedia
diangkat dan harus membayar ganti rugi.

Perihal pengangkatan sebagai pekerja tetap, ajildapekerja melakukan
kewajibannya semasa kerjanya untuk mencapai tgagef telah ditentukan dalam
perjanjian kerja. Dan bukankah melakukan pekerjg@suai dengan kewajiban
yang telah ditentukan itu wajar, mengingat jikagrgk tidak melakukan tugasnya
dan tidak mencapai target kerja, pekerja dianggelakokan wanprestasi.
jika pihak pekerja dalam pelaksanaan kerjanya niékak suatu wanprestasi atau
tidak memenuhi kewajibannya selama waktu yang teipérjanjikan, wajar bagi
perusahaan untuk melakukan suatu tindakan tegastiséplnya mengenakan
ganti rugi kepada pekerja. Misalkan dalam kontradrjgmjian kerja telah
disebutkan bahwa pekerja harus memenuhi kewajiljarkya selama jangka
waktu satu tahun, kemudian pekerja mangkir atau uheskan hubungan kerja
secara sepihak sebelum jangka waktu yang telahtdikan, maka dalam hal ini

perusahaan dapat mengenakan denda atau ganti tagitiadakan pekerja

tersebut.
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Saat pekerja sudah melaksanakan seluruh hak daajikaw yang berlaku
dalam suatu perjanjian kerja, kemudian masih timgudtu tuntutan ganti rugi
didalamnya, disini yang perlu dicermati adalatdsii perjanjian kerja yang telah
disetujui diawal, yang dilakukan antara pekerja pa@ngusaha.

Salah satu perjanjian kerja yang akan menjadi opglelitian terkait dengan
hal tersebut adalah perjanjian kerjaPT Bank Rakwdbnesia Persero Tbk.
Terkait hal ini, saat pekerja mengajukan pengunddria setelah masa perjanjian
kerja berakhir, pekerja dikenakan ganti rugi seb&ma 25.000.000 (ua puluh
lima juta rupiah), pihak perusahaan berpendapat bahwa pekerjaak&a ganti
rugi karena pekerja tidak bersedia untuk menandatarPerjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu ( selanjutnya disebut PKWTT ) yanipudt terpisah dari
perjanjian kerja awal, dalam hal dinyatakan sebgmpkerja tetap oleh pihak
pertama. Disisi lain pihak kedua berusaha memekeMvajiban sebagai pekerja
sesuai dengan target kerja yang telah ditentulkaim mihak kedua sebagaimana isi
dari Pasal 6 perihal Evaluasi Kinerja perjanjiarj&gang terlampir, yakni :

“Target yang ditetapkan PIHAK PERTAMA wajib dicapRIHAK
KEDUA dalam jangka waktu 12 ( dua belas bulan )eheh
berakhirnya perjanjian kerja.”
Bahwa isi pasal tersebut merupakan kriteria bapeliPertama untuk dapat
mengangkat pekerja sebagai pekerja tetap.

Hal ini menjadi dilema bagi pihak kedua sebagaiepek karena harus

memenuhi semua target kerja yang telah ditentuidaa) tetapi disatu sisi pihak

kedua tidak memiliki hak untuk tidak melanjutkarrjprjian kerja tersebut ketika
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masa kerja berakhir. secara tidak langsung pihadu&edipaksa untuk terus
bekerja jika dinyatakan sebagai pekerja tetap tadpaya kesepakatan lagi antara
kedua belah pihak. Hal tersebut jika dihadapkarapadbnya kesepakatan dari
kedua belah pihak, momentum terjadinya perjanjidaledn pada saat terjadinya
persesuaian antara pernyataan dan kehendak améatidguk dan debitur. Akan
tetapi adakalanya tidak ada persesuaian antargygieam dan kehendak. salah
satu yang menjawab tentang ketidaksesuaian anttranlak dan pernyataan
yakni teori kehendak.

Pada pasal 61 ayat ( 1 ) Undang — Undang Nomoratii 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. Pekerja meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c.Adanya putusan pengadilan dan / atau putusan pEmeta
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indugang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d.Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicd@mm
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, @ganjian
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungan kerja.

Kemudian dalam pasal 62 Undang — Undang Nomor 18003 tentang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa :

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kesgbelum
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalamap@gn kerja
waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerjaabukarena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61(&ygt pihak
yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayanti rugi
kepada pihak lain sebesar upah pekerja / buruh aabgtas waktu
berakhirnya jangka waktu perjanijian ketja.

Mengingat perjanjian kerja yang dilakukan merupakaarjanjian kerja
waktu tertentu yang bersifat sementara. Telah dikeln dalam pasal 61 Undang

®pasal 61 — 62 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2@68fig Ketenagakerjaan.
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— Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 hgtof) diatas bahwa
perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangkaktu perjanjian kerja.

Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk meledeu penelitian tentang
permasalahan perjanjian kerja tersebut dengan jtidAlsas Perlindungan
Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Menandatangani Perjafjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu ( PKWTT) di PT. Bank Rakyat Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terd&apanusan masalah yang
akan dibahas. Yakni :
1. Apakah Kewajiban PKWTT dalam Perjanjian Kerja sesd@ngan Teori
Kehendak ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pekerja yangriaiken Ganti Rugi jika
Tidak Bersedia Menandatangani PKWTT ?
3. Bagaimana konsep PKWT dalam Memberikan Perlindungakum pada

Pekerja ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesistémbagi menjadi dua, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari tesis ini adalah merupakan tuypsmg bersifat akademis,

yaitu:
1.

Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syaratisyatak mencapai
gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Univessi@amber.
Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Hukum
khususnya Hukum Perdata .

Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoli&msemasa studi,
serta mengembangkan dan membuat analisis secaratifokhususnya

dalam bidang hukum perjanjian.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari tesis ini adalah :

1.

Menganalisa bahwa dalam suatu perjanjian kerja ydijaglikan bahan
penelitian normatif tersebut tidak sesuai dengan teehendak.
Menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pekangydikenakan
ganti rugi jika tidak bersedia menandatangani PKWTT

Menganalisa konsep PKWT dalam memberikan perlindaigikum pada

pekerja.
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Setiap penelitian selalu diharapkan dapat membanfaat pada semua pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Karya tulis ini dapat digunakan untuk pengembanigakum yang mengatur
tentang asas perlindungan hukum bagi pekerja dsletu perjanjian kerja,

2. Karya tulis ini dapat memberikan inspirasi bagngesaha dalam pembuatan
perjanjian dengan pekerja,

3. Karya tulis ini dapat dijadikan acuan ataupun bahgnkan dalam penelitian
lanjutan dalam bidang hukum perjanjian, khususngagyberkaitan dengan

perjanjian kerja.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sarana pokok dalamepelangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkaeria penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematisdohegis, dan konsisten.
Melalui proses penelitian tersebut diadakan analaa konstruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Natify Pada ilmu hukum
kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukleh teori dan konsep —

konsep di bidang hukum dihadapkan pada fakta hukamg memunculkan

*Peter Mahmud Marzulenelitian Hukum( Jakarta :Kencana Prenada Media Grup,
2010) him. 35.
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ketidakpaduan antara kajian teoritis dengan peaerapukum positif.
Ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkias Sollen) dengan kenyataan (
das sein) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebengregyaasalahan
hukum dari segi normatif. Terkait demikian apa yaligarapkan terjadi akibat
penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfureysrs yang diharapkan atau
justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkaretidakadilan,
ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalamyarakat yang sebenarnya
bertentangan dengan cita-cita hukum itu seRdiri.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahag y&an dikaji dalam
penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hilsedangkan hukum adalah
kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ), rip&apenelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakenelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah — kaidah atau nermarma dalam hukum
positif® Pada penelitian tesis ini, penulis akan mengkejkaitan dengan isi
perjanjian kerja PT. Bank Rakyat Indonesia Perstth. yang menjadi
permasalahan antara pihak pekerja dengan penghseajum pekerja dikenai ganti
rugi atas keputusannya melakukan pengunduran etieisdy masa kontrak kerja
berakhir, memahami kesesuaian perjanjian kerjalbetsdengan teori kehendak,
membandingkannya dengan perjanjian kerja lainaserumuskan bagaimana

konsep PKWT dalam memberikan perlindungan hukuna pederja.

®Jhonny IbrahimTeori Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma(itMalang :
Bayumedia Publishing, 2005 ).him 279.
®Ibid, him 295

10
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1.4.2 Pendekatan Masalah
Pada penulisan tesis ini digunakan pendekatan gradagang $tatute

Approacl), pendekatan konseptual Gonceptual Approagh dan pendekatan

Historis (Historical Approach)

a. Pendekatan Undang — Undan§tétute Approach
Pendekatan perundang — undangan dilakukan dengaglaab semua Undang
— Undang dan regulasi yang bersangkut paut denganhukum yang
diketengahkan. Pendekatan perundang — undangakulhla dalam rangka
penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupenefitian hukum untuk
kepentingan akademisdalam penelitian tesis ini pendekatan undang -angd
digunakan untuk membahas isu hukum yang berkaitamgah masalah
perjanjian kerja antara PT Bank Rakyat Indonesiad?e Tbk. dengan pekerja,
sesuai dengan undang — undang dan regulasi yasgngut paut dengan isu
hukum tersebut.

b. Pendekatan KonseptuaCpnceptual Approagh
Pendekatan konseptual dilakukan manakala pendétk tboeranjak dari aturan
hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memangrbehtau tidak ada
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat megun konsep, pertama
kali harus beranjak dari pandangan — pandanganddkinin — doktrin yang

berkembang di dalam ilmu hukutnPadapenelitian tesis ini digunakan

"Dyah Ochtorina Susanti, Aan EfenBienelitian hukum ( Legal Researgh{Jakarta :
Sinar Grafika, 2014 ), him.110

8peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum Edisi RevjgiJakarta : Prenadamedia Grup,
2014), him.177 - 178

11
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pendekatan konseptual yang mengacu pada pendapdokiain — doktrin para
ahli diantaranya tentang asas perlindungan hukuntetai kehendak.
c. Pendekatan HistorisHistorical Aprroach)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pldacasejarah lembaga
hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangahbamtu peneliti untuk
memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu kektw. Disamping itu
melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat ateami perubahan dan
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukwersebuf Dengan
menggunakan pendekatan historis, peneliti misalmya@pat menelaah
perkembangan prinsip kebebasan berkontrak. Di dat@mdangan eropa
kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakasekoensi dari dua asas
lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme kigkuatan mengikat suatu
perjanjian yang lazim disebut sebagai pacta survasda. Konsensualisme
berhubungan dengan terjadinya perjanjian, pacta servanda berkaitan
dengan akibat adanya perjanjian, yaitu terikatraf/@a pihak yang mengadakan

perjanjian. Sedangkan kebebasan berkontrak menyaisjlperjanjian-®

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan teiszslalah :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneligais ini terdiri dari:

1. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ),

®Ibid, him. 166
Qbid, him. 169

12
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteragein,
3. Perjanjian Kerja Antara PT Bank Rakyat Indonesies&® Tbk. Dengan

Pekerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalkah-bbuku hukum
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum sgutaal - jurnal hukum.
Disamping itu juga, kamus — kamus hukum, koment&omentar atas putusan
pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalatibendan kepada peneliti
semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkahbikgptulisan itu berupa
tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, dboljadi tulisan itu memberi
inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjakldm memulai penelitian. Bagi
kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukidakt mungkin sebagai
panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yaran aiajukan dalam
persidangan atau memberikan pendapat hukuBahan hukum sekunder adalah
bahan hukum yang terdiri atas buku — buku teksgyditulis para ahli hukum
yang berpengaruh, jurnal — jurnal hukum, yurispnsile dan hasil - hasil

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik (e

“'Peter Mahmud Marzul@p., Cit, him. 195 — 196

13
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c. Bahan Hukum Tersier
d. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikdaanjpk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baHanrhsekunder, seperti

kamus (hukum), ensiklopedia dan lain — [in.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang ndi@n untuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang dibaada. g@nelitian hukum,

dilakukan langkah — langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipgndnempunyai
relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibghag diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalanjawab permasalahan
yang ada;

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yglab dibangun di dalam
kesimpulan.

Langkah — langkah ini sesuai dengan karakter ilmkum sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif dan terapan.

2Jhonny Ibrahinffeori dan Metodologi penelitian hukum normatiMalang :
Bayumedia Publishing, 20059Im. 296
peter Mahmud MarzukQp., Cit him. 213

14
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Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penuligggueakan metode
deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yangkdikan dari pembahasan
mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umunajmpermasalahan yang

bersifat khusus.

15
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1.5 Orisinalitas Penelitian

No TAHUN NAMA JENIS JUDUL ISI
KARYA
ILMAH
1 2014 Zoe Tesis Analisa Yuridis dalam tesis ini
Gemilang | Program Terhadap Putusan| berkaitan
Consuelo | Studi Pengadilan mengenai
Gultom Magister Hubungan persoalan PHK
llImu Hukum | Industrial sebagai akibat
, . Mengenai Perkara | tidak
Universitas W
. Pemutusan dilanjutkannya
Saiaydada Hubungan Kerja | kembali
Karena perjanjian kerja
Berakhirnya antara kedua
Jangka Waktu belah pihak
Perjanjian Kerja | namun salah saty
Waktu Tertentu pihak menilai
(Studi Kasus bahwa perjanjian
Putusan Pengadilankerja serta
Hubungan prosedur
Industrial Nomor: | pelaksanaannya
35/G/2013/PHI.PN| cacat hukum
BDG) karena tidak
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku sehingga
tindakan PHK
yang dilakukan
oleh pihak
pengusaha atau
perusahaan
dianggap tidak
sah.
2 201( Imam Tesis Wanprestasi dalam Membahas
Budiman | Program Perjanjian Kerja | mengenai proses
Studi Karyawan pada penyelesaian yang
Magister Rumah Sakit Prof. | dilakukan pihak
Kenotariatan | Dr. Tabrani di kota| Rumah Sakit
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Universitas | Pekanbaru. Prof. Tabrani
Diponegoro Pekanbaru
Semarang terhadap
karyawan yang
keluar sebelum
masa perjanjian
kerja selesai dan
akibat hukum
perjnajian kerja
yang melanggar
Undang-undang
Ketenagakerjaan.
2010 | Esti Tesis Penerapan Asas | Membahas
Ropikhin | Program Kebebasan tentang perjanjiar
Studi Berkontrak Dalam | baku yang
Magister Pembuatan berkembang
Kenotariatan | Perjanjian karena kebutuhar
Universitas | Outsourcing dan | praktek dalam
Diponegoro | Perjanjian Kerja | dunia hukum
Semarang Waktu Tertentu. perjanjian yang di

dasarkan pada
asas kebebasan
berkontrak dalam
perkembanganny.
menjadi sarana
penekan oleh
pihak yang kuat
terhadap pihak
yang lemah.

)

Penelitian yang dilakukan oleh Zoe Gemilang Cors@&liton tersebut,

adalah memiliki persamaan dan juga perbedaan. rRasmya sama-sama

meneliti tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebdgaatatidak dilanjutkannya

kembali perjanjian kerja antara kedua belah pia@tbedaannya adalah jika zoe

gemilang fokus terhadap prosedur pelaksanaannygaoaoat hukum karena tidak

sesuai dengan peraturan perundang — undangan yaladb sehingga tindakan
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PHK yang dilakukan tidak sah. Sedangkan dalam tesig penulis bahas fokus
pada asas keadilan akibat dikenakannya ganti et perusahaan saat pekerja
melakukan pengunduran diri semasa kontrak berakhir.

Penelitian yang dilakukan oleh imam Budiman terseddalah memiliki
persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya samarsaneliti tentang
Pemutusan Hubungan Kerja. Perbedaannya adalahlitip@ngang dilakukan
imam budiman yakni berkaitan dengan pemutusan tgasukerja sebagai akibat
adanya wanprestasi, karena pekerja mengundurkarsatielum habis kontrak.
Sedangkan dalam tesis yang penulis bahas berldgtagan pemutusan hubungan
kerja setelah masa kontrak berakhir.

Penelitian yang dilakukan Esti Rophikin tersebutalah memiliki
persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya samansaneliti tentang
perjanjian kerja. Perbedaannya adalah jika Esti hikap fokus terhadap
penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pemlpefanjian outsourcing
dan perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkanndaksis yang penulis bahas
fokus dengan asas keadilan akibat dikenakannya mgeyitdalam perjanjian kerja

waktu tertentu.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Dalam pasal 1 ayat ( 3 ) Undang - Undang Dasar t®d%yatakan bahwa *“
negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini bgganyelenggaraan negara
disegala bidang harus didasarkan kepada kepastlkamh dan dalam pasal 28D
ayat ( 1 ) Undang - Undang Dasar Negara Republdoresia Tahun 1945
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengajaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yanga di hadapan hukum”.
oleh karenanya setiap warga negara memiliki halg y@ma untuk memperloleh
perlindungan hukum di segala bidang.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perigalu yang diberikan
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukaik yang bersifat
preventifmaupun yang bersifaepresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatmbgran dari fungsi
hukum., vyaitu konsep dimana hukum dapat memberikaatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedanffaian

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum beadgyat dikenal dalam
2 bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat prevedén perlindungan yang

bersifat represif. perlindungan hukum yang bersifaeventif bertujuan

14Rahayu, 200%engangkutan Orang etd.eprints.ums.ac.id
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untukmencegah terjadinya sengketa, sedangkan lesymlperlindungan hukum
yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suegleta’’

Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindung&orh adalah adanya
upaya melindungi kepentingan seseorang dengan roargjalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk untuk bertindak dalanertiegannya tersebut.
Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu d#atsekaligus merupakan
tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungapata masyarakat.Oleh
karena itu, perlindungan hukum terhadap masyaraks¢but harus diwujudkan

dalam bentuk adanya kepastian hukim.

2.1.2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan, seringkmpai adagium
yang berbunyi “Pekerja/buruh adalah tulang punggquerysahaan”.Adagium ini
nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai maletapi kalau dikaji lebih
jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakbagai tulang punggung,
karena memang dia mempunyai peranan penting. Tadpaya pekerja tidak

akan mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan bésgesi dalam pembangun&h.

®philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi&urabaya : PT.
Bina llmu, him 2.

soetjipto Raharjo‘Permasalahan Hukum di IndonesiaBandung : Alumni, 1983 )
him. 121

17zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeniyhadie, ‘Dasar — Dasar Hukum
Perburuhan, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006n) B5
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Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengaanj memberikan
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakak — hak asasi

manusia®

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 T&Q08 tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwapsetieaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperolelerjpak dan
penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kglaoku, ras, agama, dan
aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuanaga kerja yang
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhzatappenyandang cacat.
Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha mnetmberikan hak dan
kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenismkelasuku, ras, agama,

warna kulit, dan aliran politik’

2.2 Perjanjian

2.2.1Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Istilah perikatan berasal dari bahasa beldndebintenis” namun demikian,
dalam kepustakaan hukum indonesia memakai bermacacam istilah untuk
menerjemahkanVerbintenis Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah

perikatan untulk/erbintenisdan Persetujuan UntuRvereenkomsttrecht dalam

¥pid, him 96
9Abdul Khakim,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndonegiBandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003 ), him 60
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Titik Triwulan Tutik memakai istilah perutangan uktVerbintenisdan perjanjian

untuk Overeenkomg?

Menurut pasal 1233 KHUPerdata, perikatan lahir karsuatu persetujuan atau

karena undang — undang. Sehingga dapat disimpubedmwva perjanjian dan

perikatan adalah dua hal yang berlainan. Guna nangrkan apa yang

dikatakan dalam pasal 1233 KUHPerdata seringkhaliatiskema sebagai berikut:
Skema | Perikatan Yang Lahir Karena Suatu Persatuj\tau Karena

Undang — Undang

Undang - Undang
Perikatal

Perjanjian

(sumber 3J. Satrigdiolah 2015 )
Skema seperti itu dapat menimbulkan suatu pengestgang keliru mengenai
hubungan antara perjanjian dengan perikatan. Ligipat jika skemanya sebagai

berikut :

Skema Il Undang — Undang dan Perjanjian adalah Suiérikatan

Undang- undany Perjanjial

.

Perikatan

(sumber 3. Satrio, diolah 2015 )

2%Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasipfdbkarta :
Kencana Prenada Media Grup ), 2008, him. 197
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Berdasarkan gambar tersebut diatas lebih jelabatebhahwa Undang —
Undang dan perjanjian adalah sumber perikatangtarikada karena Undang —
Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan.

Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad dalam TitikWulan Tutik, bahwa
perikatan adalatf>
“Hubungan hukum yang terjadi antara orang yang dangan orang

yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keddaan

2.2.2 Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian

Perjanjian (overeenkoms), menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah
sesuatu perbuatan dimana seseorang atau bebespn roengikatkan dirinya
kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurdul Akadir Muhammad
dalam Titik Triwulan Tutik, bahwa perjanjian adalahatu persetujuan dengan
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri umgétaksanakan suatu hal dalam
lapangan harta kekaya&hPada definisi diatas jelas terdapat konsensusaanta
para pihak, yaitu persetujuan antara para pihakdatgan pihak lainnya. Selain
itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak p#jsmngan harta kekayaan.
Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicasdant syarat — syarat
perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer@atzawan dalam Titik

Triwulan Tutik, mendefinisikan perjanjian sebagaiat perbuatan hukum,

213, SatrioHukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari PerjamjiBuku 1( Bandung :
PT. Citra Aditya Bakti, 1995 ),him. 2 - 3

22Tjtik Triwulan Tutik, Op., Cit him 221 -222

“pid.
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dimana satu orang atau lebih mengikatkan diringa aaling mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.

2.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Pada pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi peus@tyjang sah, perlu
dipenuhi empat syarat. Yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

£

Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehantdak satu orang atau
lebih dengan pihak lain.Momentum terjadinya per@njadalah pada saat
terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kekeadtara kreditur dan

debitur. Adakalanya tidak ada persesuaian antargyggan dan kehendak.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemamymitaik melakukan
perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatam gkan menimbulkan
akibat hukum. Orang orang yang akan mengadakaanper haruslah orang —
orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan ugin hukum

sebagaimana telah ditentukan oleh Undang — Undgity orang yang sudah
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dewasa. Ukuran kedewasaan menurut pasal 330 KUHerddalah telah
berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.

Setiap manusia adalah subyek hukum yang memiliki dan kewajiban.
Namun tidak semua orang cakap dalam melakukan aenbthukum. Menurut
ketentuan pasal 1330 KUHPerdata, orang yang tid&lm untuk membuat suatu

perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh ngda undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa undang — undiaig nelarang
membuat perjanjian — perjanjian tertentu.Bagi pstra ketentuan tersebut
sudah tidak berlaku seiring dengan diundangkanngdablg — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3t (a¥8 undang —
undang perkawinan menentukan bahwa masing — maivak berhak
untuk melakukan perbuatan hukam.

3. Adanya Obyek Perjanjian ( Onderwerp Derovereenskdms
Menurut Salim H.S dalam Wawan Muhwan Hariri, Obyskjanjian adalah
prestasi ( pokok perjanjian ). Prestasi adalah kbam debitur dan hak

kreditur?®

ZAvww.jurnalhukum.com/cakapmelakukan perbuatan hukdiakses tgl 24 oktober jam
12.30 wib)

ZWawan Muhwan HaririHukum Perikatan| Bandung : CV Pusaka Setia, 2011) him
126
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4. Adanya Kausa yang Halal ( Geoorloofde oorzaak )
Pada pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan peagekiausa yang halal.
Pada pasal 1337 KUHPerdata, hanya disebutkan ksesg terlarang.
Suatusebab adalah terlarang apabila bertentangajamldJndang — Undang,

kesusilaan, dan ketertiban um@.

2.3 Teori Kehendak
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkaépekatan para pihak,
Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaiatara kehendak dan

pernyataan, yaitu sebagai berik(t:

a. Teori kehendak yilstheorie)
Menurut teori kehendak, perjanjian terjadi apahitia persesuaian antara
kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketida&waaj kehendaklah
yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemakeori tini adalah
menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesumigara kehendak dan
pernyataan.

b. Teori pernyataan\{erklaringstheorig
Menurut teori ini, kehendak merupakan proses kaiinyang tidak
diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebaltesyadinya perjanjian

adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan anthenkek dan pernyataan,

2pid.
Z"bid, him 124
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perjanjian tetap terjadi. Dalam praktiknya teorirmenimbulkan kesulitan
— kesulitan bahwa apa yang dinyatakan berbeda deragay dikehendaki.
c. Teori kepercayaanvertrouwenstheori¢

Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menirkbal perjanjian, tetapi

pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yaegintbulkan

perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataamar — benar
dikehendaki.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yaitadhpi ketiga teori

diatas, yaitu sebagai berikut :

a. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, ya#gngamggap
perjanjian terjadi apabila tidak ada persesuaiaararkehendak dan
pernyataan. Akan tetapi, pihak lawan berhak mertdgpati rugi
karena pihak lawan mengharapkannya.

b. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, harglamd
pelaksanaanya kurang ketat, yaitu dengan menganggandak itu
ada.

c. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian RKaktandart
contract ), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan padaritean
umum didalamnya. Biasanya, perjanjian dituangkatandabentuk

formulir.

Terkait dengan teori kehendak, faktor yang menemtuidanya perjanjian
adalah kehendak.meskipundemikian terdapat hubuggag tidak terpisahkan

antara kehendak dan pernyataan.olehkarena itu sukafoendak harus
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dinyatakan.Namun apabila terdapat ketidaksesuaiatarea kehendak dan

pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjaffian.

2.4 Perjanjian Kerja

Menurut pasal 1 angka 14 Undang — Undang Nomoré&lii 2003 tentang
Ketengakerjaan, yang dinamakan perjanjian kerjgahdaerjanjian antara pekerja
atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerjaryjanguat syarat — syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja  yang dalam bahasa belanda disebut
arbeidsoverenkontSalah satu sarjana yang juga memberikan pengertian
perjanjian kerja dengan lebih tegas yakni pend#@paysius Uwiyono dalam
Agusmidah sebagai berikut :

“perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat agat buruh
( pekerja ) dengan pengusaha, dimana buruh mehgikaliri untuk
bekerja pada pengusaha, di lain pihak pengusahgikadkan diri
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, perjanjian kerjaaaatburuh dan pengusaha
menimbulkan hubungan hukum, yaitu hubungan kerja mi@ngandung 3 ciri
khas, antara laffi:

a. Adanya pekerjaan,

b. Adanya perintah,

c. Adanya upah.

%Herlien BudionoAjaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya diaBy
kenotariatan ( Bandung : Citra Aditya 2010 ) him 26

2AgusmidahHukum Ketenagakerjaan Indonesia. Dinamika dan Kejiaori,( Bogor :
Ghalia Indonesia, 2010 ),him 45.
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Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 T&@03, perjanjian
kerja dapat berbentuk tertulis dan dapat berbehsak. Pembuatan perjanjian
kerja tertulis harus sesuai dengan aturan Undangndang, khususnya yang

menyangkut tentang hukum perjanjian kéfja.

241 Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusatyamgekerja atau
buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempumysiir pekerjaan, upah, dan
perintah. PadaPasal 50 Undang — Undang Nomor 13unT&003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerjaditekarena adanya
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerjaar@mn kerja dibuat secara
tertulis atau lisan. Jadi hubungan kerja adalatuhgan hukum antara pengusaha
dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Ted@ngan hubungan kerja
tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkjamj@er kerja adalah sesuatu
yang konkret atau nyata. terkait adanya perjarfiema, akan ada ikatan antara
pengusaha dan pekerja. lkatan karena adanya penakgrja inilah yang
merupakan hubungan keffa.
Pembahasan tentang hubungan kerja pada dasarnyputmdlal hal yang
berkenaan dengan :
a. Pembuatan Perjanjian kerja sebagai dasar

hubungan kerja

*bid, him. 46
*1Adrian SutediOp., Cit.,him. 45
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b. Hak dan kewajiban para pihak ( pekerja /
buruh /pengusaha )

C. Berakhirnya hubungan kerja

d. Penyelesaian perselisihan antara pihak —

pihak yang bersangkutah.

2.4.2 Syarat sah perjanjian kerja
Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, makargian kerja harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimanar dadlam pasal 1320
KUHPerdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam p&2ayat 1 undang — undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yangyebetkan bahwa
perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. Kesepakatan para pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh berteraangengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundaogdangan yang
berlaku®?®
Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artingeus dipenuhi semuanya baru
dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sahaSikamauan bebas kedua belah
pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belalk pialam membuat

perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagaiasyaubyektif karena

32AgusmidahOp., Cit, him 44
%Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonegidakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2006 ), him 57

30


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

menyangkut mengenai orang yang membuat perjargedgngkan syarat adanya
pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yangrgipjikan harus halal disebut
sebagai sebagai syarat objektif karena menyandbjek @erjanjian. Saat syarat
objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bad&mi hukum artinya dari semula
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Rada tidak dipenuhi syarat

subjektif, maka akibat hukum dari perjanjian tetgetapat dibatalkaf.

2.4.3 Bentuk — Bentuk Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisam aau tertulis ( Pasal
51 ayat 1 Undang — Undang No. 13 Tahun 2003 ).r&ewamatif bentuk tertulis
menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihakingga jika terjadi
perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian
Pada Pasal 54 Undang — Undang Nomor 13 Tahun 20@8ng Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat raetartulis sekurang —
kurangnya memuat keterangan :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaulour
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayaran;
f. syarat — syarat kerja yang memuat hak dan kewajleagusaha dan pekerja/

buruh;

34bid, him. 58
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g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuktwaertentu bagi hubungan
kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, darktwatidak tentu bagi
hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktuakenya atau selesainya
pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu terteazirhnya disebut dengan
perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerjakitlstap. Status pekerjanya adalah
pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Terkaitjgmjian kerja yang dibuat
untuk waktu tidak tertentu biasanya adalah pekegap. Perjanjian kerja yang
dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secatalier( Pasal 57 ayat 1 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjpaKetentuan ini
dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga halyang tidak diinginkan

sehubungan dengan berakhirnya kontrak k&rja.

2.5 Pengertian Ganti rugi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “radélah kondisi dimana
seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari agatgéah mereka keluarkan
(modal). Pada “ganti rugi” adalah uang yang ditsriksebagai pengganti

kerugian®®

*bid, him 59 - 60
3&WJS. Poerwadharminta, KamusBesar Bahasa Indomesid57
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Pada pengertian denda adalah bentuk hukuman yaligatken uang yang
harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis y@adjng umum adalah uang
denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yhbgyarkan menurut
penghasilan seseorafigMlenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dindaksu
dengan denda adalah hukuman berupa keharusan membdalam bentuk
uang®Ganti rugi sendiri pengertiannya adalah suatu Vlaags dipenuhi oleh
debitur karena telah melakukan wanprestasi. Terkalt tersebut, ganti rugi
merupakan sanksi hukum bagi pelaku wanprestasti Geyn terdiri atas beberapa
jenis, yaitu:

1. Ganti rugi biaya;

2. Ganti rugi bunga;

3. Ganti rugi denda;

4. Ganti rugi harta kekayaan melalui penyitaan;
5. Ganti rugi ongkos perkara.

Saat wanprestasi itu benar — benar menimbulkangkerukepada kreditur,
maka debitur “wajib” mengganti kerugian yang timbUérkait hal itu harus ada
hubungan “sebab — akibat” atakatisal verbantl antara wanprestasi dengan
kerugian*®Pengertian yang umum, ganti rugi adaldkertigian nyata atau

fietelijke nadeélyang ditimbulkan perbuatan wanprestdsi

*"https://id.wikipedia.org/wiki/dendadiakses tgl 19 oktober 2015 jam 22.00 wib )

*Bykbi.web.id/denda diakses tanggal 19 Oktober 2015. Jam 22.00)wib

*Wawan Muhwan Hariri.Hukum Perikatan (Bandung :CV Pusaka Setia), 2011.
him.113

‘M Yahya HarahapSegi Segi Hukum PerjanjiafBandung: Penerbit Alumni, 1986),
him 65

“bid, him 66
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2.6 Prestasi dan Wanprestasi

Pada pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa yangkdud dengan prestasi
adalah :

“ tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuantuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

wujud wanprestasi dalam J Satrioyakni jifé :

1. Sama sekali tidak melaksanakan prestasi

2. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai

3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu

Terkait hal debitur tidak memenuhi kewajibannyauatiddak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipeyalkewajiban itu karena
ada unsur salah padanya, maka ada akibat - akikatrhyang atas tuntutan dari
kreditur bisa menimpa dirinya.

Selanjutnya pasal — pasal 1243 — 1252 KUHPerdatayater lebih lanjut
mengenai masalah ganti rugi. Prinsip dasarnya hdalahwa wanprestasi
mewajibkan penggantian kerugian, yang diganti naélipngkos, kerugian dan
bunga. Pada peristiwa tertentu disamping tuntutamti gugi ada kemungkinan

tuntutan pembatalan perjanji&h.

423, Satrig Op., Cit.,him. 144

“pid.
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Saat membicarakan wanprestasi tidak dapat terlegms masalah
“pernyataan lalai” (ingebrekke stelling dan “kelalaian” (verzuim). Adapun
pengertian yang umum tentang wanprestasi adalatkgaiaan kewajiban yang
tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak m&nselayaknya. Seorang
debitur disebutkan dan berada dalam keadaan waagirespabila dia dalam
melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian tela #dhingga terlambat dari
jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksangkastasi tidak menurut

sepatutnya atau selayakriya.

M Yahya HarahapOp., Cit him 60
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BAB Il

KERANGKA KONSEPTUAL

Asas Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Tidakdneatangani
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT )RIi. Bank
Rakyat Indonesia

; , }
2. Apakah Kewajiban 1. Bagaimana Perlindungan || Bagaimana konsep
PKWTT dalam Hukum bagi Pekerja yang|| PKWTT dalam
Perjanjian Kerja sesua Dikenakan Ganti Rugi jika|| memberikan perlindungan
dengan Teori Tidak Bersedia hukum pada pekerja
Kehendak ? Menandatangani PKWTT
v v v

Pendekatan Undang — Undang, Pendekatan KonsegamalRendekatan Historis

RS

1. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ),

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketereaijgen,

3. Perjanjian Kerja Antara PT Bank Rakyat Indonesias@&® Tbk.

A 4

Teori Perlindungan Hukumé& Teori Kehendak

v

Kesimpulardan Sara
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Kerangka konsepsional dan landasan atau kerangkatid dalam
penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjonek@ato dan Sri Mamudii,
bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur samgpt penting’Penulis
memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yangdattan penelitian tesis
ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan latasserta untuk
mempermudah alur pikir.

Pentingnya isu hukum dalam penelitian hukum sebegea diungkapkan
Peter Mahmud Marzuki bahwa isu hukum mempunyaispasntral di dalam
penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalaHadidpenelitian lainnya
karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dantdapenelitian hukum
sebagaimana permasalahan yang harus dijawab dmdaknelitian bukan
hukum?®

Kerangka konseptual yang berkaitan dengan isu huétalam tesis ini
adalah bersumber dari judul yakni Perlindungan HulBagi Pekerja Yang Tidak
Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak TetdgnPKWTT) di PT Bank
Rakyat Indonesia. dari judul tersebut dapat ditéigla ( 3 ) rumusan masalah,
yakni berkaitan dengan Apakah Kewajiban PKWTT dalBerjanjian Kerja

sesuai dengan Teori Kehendak, Bagaimana Perlinduhlykum bagi Pekerja

*5SoerjonoSoekantodan Sri MahmudjenelitianHukumNormatif, SuatuTinjauanSingkat
(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), him.7
“®Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efen@ip.Cit. him 43
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yang Dikenakan Ganti Rugi jika Tidak Bersedia Metaangani PKWTT,
Bagaimana konsep PKWTT dalam Memberikan Perlindanglukum pada
Pekerja.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari KUHPer@atai 11l tentang
perikatan dimana perikatan itu sendiri dibagi méng@ua yakni perikatan yang
lahir dari Undang — Undang dan Perikatan yang latari kontrak atau
persetujuan, serta Undang — Undang Nomor 13 Tah003 2tentang
Ketenagakerjaan, khususnya pasal 61 ayat ( 1 )pdaal 62. Mengacu pada
perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujusun hukum yang akan dibahas
berkaitan dengan sebuah perjanjian kerja yang dalpataksanaannya
menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pih&erjge dan pengusaha.
Berkaitan dengan hal tersebut maka yang perlu dipabhdalah isi dari perjanjian
kerja itu sendiri. Isi perjanjian kerja merupakaantung’nya perjanjian kerja. la
berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Atdalya isi perjanjian kerja ini
dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hamlyfgantumkan pokok-pokoknya
saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi peganpada umumnya, tidak boleh
bertentangan dengan undang — undang, kesusilaaketertiban umurf,

Penelitian tesis ini akan mencermati isi dari g@gign kerja antara PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan pekeghwB kewajiban untuk
menandatangani PKWTT dalam isi perjanjian tersdidiakk sesuai dengan teori
kehendak sehingga menimbulkan permasalahan ketilekerjp akan

mengundurkan diri setelah masa kerja berakhir. titedari tiap klausul atau

4TAbdul Rachmad Budionddukum Perburuhan Di Indonesi@Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada,1999 ), him.45
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pasal pasal mana dari perjanjian kerja tersebug yerenyebabkan pekerja
dikenakan ganti tugi saat mengajukan pengunduran dadin tidak bersedia
menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak TeadmPKWTT ), bagaimana
perlindungan hukum bagi pekerja, serta bagaimanasdp PKWT dalam
memberikan perlindungan hukum pada pekerja. sebpu analisis dari
permasalahan tersebut, penulis menggunakan tetiricaergan hukum, dan teori

kehendak.
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secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjamjems mengikuti apa yang
ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata.
Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadiamekan apa yang disebut pada
ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditariknkeali secara sepihak kecuali
kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 darBagatlapat asas kedudukan
yang seimbang diantara kedua belah pihak.
Undang — undang mengatur tentang isi perjanjiaandgbasal 1329 dan 1327
KUHPerdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkanviealisi perjanjian terdiri dari
elemen — elemen sebagai berikut :

a. Isi perjanjian

b. Kepatuhan

c. Kebiasaan

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secarastedeh kedua belah pihak di

dalam perjanjian itd®

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya, selagiadéari kajian dan

analisis dalam penelitian tesis, penulis memberkesimpulan sebagai berikut :

Ibid, him. 27 -28
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1. Bahwa kewajiban untuk menandatangani PKWTT bagepaladalah bersifat
memaksa dan tidak sesuai dengan teori kehendalen&ampa yang sudah
menjadi kewajiban pekerja dalam pencapaian targefa ksudah terpenuhi
dengan baik dan kontrak kerja selama satu tahuandddentuk Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) antara kedua beldtagijuga telah berakhir.
mengingat perjanjian kerja waktu tertentu merupgb@manjian yang bersifat
sementara. Dan ketentuan dalam pembuatan perjagiga waktu tertentu (
PKWT ) harus ditaati secara mutlak, serta tidalebalilanggar karena dalam
hal ini hukum ketenagakerjaan bersifat imperatifauat memaksa (
dwingenrecht).

2. Bahwaperlindungan hukum yang dapat dilakukan add¢sigan adanya unsur
paksaan yang ada dalam PKWT, terkait kerugian yayafa dan terang
terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutami kekvajiban untuk
menandatangani PKWTT yang harus dilakukan olehkpilekerja, jika pekerja
tidak bersedia maka pekerja dikenakan ganti rudgidperjanjian tersebut
dapat dibatalkan.

3. Bahwa konsep PKWT yang dapat memberikan perlindungakum harus
memperhatikan klausul pada pasal 59 ayat ( 1 )aiteqkengaturan dari
PKWT.Yang tidak dapat dapat dilanggar oleh pihaknipgat perjanjian,
karena hukum ketenagakerjaan dalam hal ini bersmgeratif dan harus
ditaati secara mutlak. Disamping itu dalam suatjapgan PKWT juga harus
memperhatikan terkait adanya norma yang kabur,fpeaa perjanjian, serta

asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.
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